SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN

BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan tercapainya
tertib administrasi pengelolaan keuangan untuk Biaya
Perjalanan @ Dinas dan  Tambahan  Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil, perlu
menetapkan Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai
Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Papua Tengan Tahun
Anggaran 2022 dengan Keputusan Gubernur;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan
Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969

Nomor 47, Ta_mbahan Lembaran Negara Republik
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2. Undang—Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4.Undang-Undang ..... /2
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. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran uegara

Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang

Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
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. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang

Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang

Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana
Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6731);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
547);

MEMUTUSKAN: ..../3
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Tambahan
Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2022,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur
ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai daya laku surut terhitung bulan November
2022.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 19 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

——
/,{Ai@im sesuai dengan aslinya
}rE

7 / PALA BIRO HUKUM,

KERASE YOTENI, SH, M.Si
NiBA1B650902 199610 1 001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;

Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire.
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LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2022
TANGGAL 19 DESEMBER 2022

SATUAN HARGA BIAYA PERJALANAN DINAS DAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUAN ANGGARAN 2022

NO KODE URAIAN SATUAN HARGA
REKENING
1 2 3 4 5
1 5.1.02.04.01.0001 PERJALANAN DINAS BIASA
A |PERJALANAN DINAS DALAM PROVINSI PAPUA TENGAH
1 |Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Dogiyai
a. |Pj. Gubernur
- Sewa Pesawat (Nabire-Moanemani Kab. Dogiyai) Trip 25.250.000,00
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 3.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 6.000.000,00
b. |Eselon II
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 2.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
-Uang Harian /Lumpsum org/hari 1.500.000,00
2 |Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Paniai
a. |Pj. Gubernur
- Sewa Pesawat (Nabire-Enarotali Kab. Paniai) Trip 25.250.000,00
-Uang Harian /Lumpsum org/hari 3.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 6.000.000,00
b. |Eselon II
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 2.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 1.500.000,00
3 |Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Deiyai
a. |Pj. Gubernur
- Sewa Pesawat (Nabire-Waghete Kab. Deiyai) Trip 25.250.000,00
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 3.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 6.000.000,00




b. |Eselon II
-Uang Harian /Lumpsum org/hari 2.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
-Uaing Harian /Lumpsum org/hari 1.500.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Intan Jaya
a. |Pj. Gubernur
- Sewa Pesawat (Nabire-Sugapa Kab.Intan Jaya) Trip 25.250.000,00
-Ueang Harian/Lumpsum org/hari 3.500.000,00
-Ueing Reprensentatif org/perjaldis 6.000.000,00
b. |Eselon II
-Ueing Harian/Lumpsum org/hari 2,500.000,00
-Ueng Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
-Ueing Harian/Lumpsum org/hari 1.500.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Puncak Jaya
a. |Pj. Gubernur
- Sewa Pesawat (Nabire-Mulia Kab. Puncak Jaya) Trip 37.750.000,00
-Uang Harian /Lumpsum org/hari 3.500.000,00
-Uang Reprensentartif org/perjaldis 6.000.000,00
b. |Eselon II
-Ueing Harian /Lumpsum org/hari 2.500.000,00
-Ueang Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 1.500.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Puncak
a. |Pj. Gubernur
- Sewa Pesawat (Nabire-Ilaga Kab. Puncak) Trip 37.750.000,00
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 3.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 6.000.000,00
b. |Eselon II
-Uang Harian /Lumpsum org/hari 2.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
-Ueang Harian/Lumpsum org/hari 1.500.000,00




Perjalanan Dinas Dalam Provinsi Papua Tengah ke Kabupaten Mimika

a. |Pj. Gubernur

- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Timika org/PP 6.000.000,00
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 3.500.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 2.000.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 6.000.000,00
b. |Eselon II
- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Timika org/PP 6.000.000,00
- Uang Harian/Lumpsum org/hari 2.500.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 1.500.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 4.500.000,00
c. |Staff
- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Timika org/PP 6.000.000,00
- Uang Harian /Lumpsum org/hari 1.500.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 800.000,00
PERJALANAN DINAS LUAR PROVINSI PAPUA TENGAEI
a. |Pj. Gubernur
- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Jakarta org/PP 30.000.000,00
-Uang Harian/Lumpsum org/hari 5.000.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 3.000.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 8.000.000,00
b. |Pj. Sekda
- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Jakarta org/ PP 30.000.000,00
- Uang Harian/Lumpsum org/hari 4.500.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 3.000.000,00
-Uang Reprensentatif org/perjaldis 7.000.000,00
c. |Eselon II
- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Jakarta org/PP 15.000.000,00
- Uang Harian/Lumpsum org/hari 3.000.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 2.500.000,00
org/perjaldis 5.000.000,00

-Uang Reprensentatif

d |Staff

- Biaya Transportasi/Tiket Nabire-Jakarta org/PP 15.000.000,00
- Uang Harian /Lumpsum org/hari 2.500.000,00
- Biaya Penginapan org/hari 1.500.000,00
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TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS




Biaya Beban Kerja Gubernur

Biaya Beban Kerja Sekretaris Daerah
Biaya Beban Kerja Asisten

Biaya Beban Kerja Staf Ahli

Biaya Beban Kerja Kepala Biro

Biaya Beban Kerja Eselon 11

|Biaya Beban Kerja Eselon [V
Bendahara Pengeluaran
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Lorg/bulan

org/bulan
org/bulan
org/bulan
org/bulan
org/bulan
org/bulan
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60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00

1.320.000,00
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A BIRO HUKUM

~7MENASE YOTENI, SH., M.Si
“NIP. 19650902 199610 1 001

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,

CAP/TTD
RIBKA HALUK



